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ABSTRAK 

Penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta 

kekayaan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kepercayaan yang timbul 

dari hubungan kerja atau kedudukan tertentu. Tindak pidana ini dipandang lebih 

serius dibandingkan penggelapan biasa karena tidak hanya menimbulkan kerugian 

materiil, tetapi juga merusak kepercayaan serta integritas dalam hubungan 

profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur 

tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pertimbangan majelis hakim dalam 

menilai pertanggungjawaban pidana pelaku, serta pandangan hukum Islam 

terhadap perbuatan penggelapan dalam jabatan.  Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari 

bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, 

yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan 

metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-

unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 

374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan adanya penguasaan barang 

karena jabatan serta perbuatan melawan hukum dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau pihak lain. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa 

penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan harta atau keuangan yang 

dipercayakan tidak dapat semata-mata dipandang sebagai sengketa keperdataan, 

melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terbukti adanya 

penyalahgunaan kepercayaan. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan 

penggelapan dalam jabatan dapat dikategorikan sebagai ghulul, yaitu 

pengkhianatan terhadap amanah, yang dilarang dan dipandang sebagai perbuatan 

tercela dengan konsekuensi moral dan hukum. Dengan demikian, penelitian ini 

menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana terhadap penggelapan dalam 

jabatan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap 

kepercayaan dalam hubungan kerja. 

Kata Kunci: penggelapan dalam jabatan, Pasal 374 KUHP, Ghulul. 
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